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Abstrak

Desentralisasi merupakan salah satu perubahan kelembagaan terbesar dalam perjalanan pemerintahan
Indonesia setelah Reformasi. Melalui otonomi daerah, kewenangan, fungsi pelayanan, sumber daya fiskal,
serta tanggung jawab pembangunan dipindahkan lebih dekat kepada masyarakat. Tujuannya adalah
mempercepat pelayanan, memperluas partisipasi, meningkatkan akuntabilitas, mengakomodasi keragaman
wilayah, dan mendorong inovasi. Namun, pemindahan kewenangan tidak otomatis menghasilkan
pemerintahan daerah yang efektif. Daerah memasuki desentralisasi dengan kapasitas yang sangat berbeda
dalam pendapatan, aparatur, kepemimpinan, data, perencanaan, pengadaan, infrastruktur, teknologi, dan
organisasi masyarakat. Ketimpangan kapasitas tersebut memengaruhi kemampuan daerah menerjemahkan
kewenangan menjadi layanan pendidikan, kesehatan, air, jalan, perlindungan sosial, lingkungan, investasi,
serta ketahanan bencana. Artikel ini menganalisis desentralisasi dan ketimpangan kapasitas pemerintah
daerah melalui perspektif administrasi publik, ekonomi politik, hubungan fiskal antarpemerintahan,
pembangunan wilayah, dan manajemen strategis. Pembahasan membedakan kapasitas fiskal, administratif,
teknis, politik, regulatif, koordinatif, digital, dan adaptif. Artikel menguraikan hubungan antara UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, standar pelayanan minimum, transfer ke daerah, pendapatan asli
daerah, merit sistem, pemekaran, serta sinergi kebijakan nasional. Argumen utama artikel adalah bahwa
desentralisasi yang seragam pada kapasitas yang tidak seragam dapat memperlebar kesenjangan pelayanan.
Solusi bukan kembali pada sentralisasi menyeluruh, melainkan membangun desentralisasi asimetris,
dukungan berbasis kebutuhan, penguatan kapasitas jangka panjang, insentif kinerja, kerja sama antardaerah,
shared services, tata kelola data, pengawasan yang proporsional, dan partisipasi warga. Artikel mengusulkan
model delapan dimensi kapasitas pemerintah daerah, lima tingkat kematangan, indikator diagnostik, balanced
scorecard, serta peta jalan reformasi 2026-2035. Tujuan akhirnya adalah otonomi yang tidak sekadar
membagi kewenangan, tetapi memastikan setiap pemerintah daerah memiliki kemampuan minimum untuk
memenuhi hak warga secara setara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci

desentralisasi; otonomi daerah; kapasitas pemerintah daerah; ketimpangan wilayah; hubungan keuangan
pusat-daerah; transfer ke daerah; pelayanan publik; merit sistem; pembangunan wilayah; Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Desentralisasi mendekatkan keputusan kepada warga, tetapi manfaatnya bergantung pada kapasitas daerah.
Kewenangan tanpa aparatur, anggaran, data, dan institusi dapat berubah menjadi beban administratif atau
ketergantungan baru.

UU Nomor 23 Tahun 2014 mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat
kesejahteraan melalui pelayanan, pemberdayaan, partisipasi, dan daya saing dengan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, serta kekhasan daerah. Pembagian urusan menjadi kerangka utama hubungan pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota.
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UU Nomor 1 Tahun 2022 menata hubungan keuangan pusat-daerah melalui sumber penerimaan, transfer ke
daerah, belanja, pembiayaan, dan sinergi fiskal nasional. Tujuannya termasuk mengurangi ketimpangan
fiskal dan kesenjangan pelayanan, dengan penekanan lebih kuat pada kinerja.

Kapasitas pemerintah daerah bersifat multidimensi. Daerah dapat memiliki anggaran besar tetapi lemah
dalam perencanaan, pengadaan, data, atau integritas. Daerah miskin dapat berinovasi melalui kepemimpinan,
kerja sama, dan organisasi yang kuat. Karena itu, kapasitas tidak boleh dinilai hanya dari PAD atau
penyerapan.

Ketimpangan kapasitas dipengaruhi geografi kepulauan, kepadatan penduduk, sejarah institusi, kualitas
pendidikan, struktur ekonomi, akses digital, bencana, konflik, dan kemampuan menarik talenta. Formula
kebijakan yang sama dapat menghasilkan beban yang berbeda.

Transfer fiskal perlu menjamin equalization, tetapi juga menciptakan insentif kinerja. Jika terlalu berbasis
historis, transfer mempertahankan kelemahan; jika terlalu berbasis kinerja tanpa memperhitungkan baseline,
daerah lemah semakin tertinggal.

Penguatan kapasitas tidak cukup melalui pelatihan singkat. Daerah memerlukan talent management,
knowledge institution, data platform, dukungan teknis jangka panjang, peer learning, shared services, dan
mekanisme belajar dari pelaksanaan.

Desentralisasi asimetris berarti kewenangan, dukungan, pengawasan, dan fleksibilitas disesuaikan dengan
karakter serta kapasitas. Asimetri bukan diskriminasi, tetapi cara mencapai kesetaraan hasil dan standar
pelayanan minimum.

Halaman 4



Desentralisasi dan Ketimpangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Daftar Isi

1. Pendahuluan: Janji dan Paradoks Desentralisasi
. Evolusi Desentralisasi Indonesia
. Landasan Konstitusional dan Hukum

. Memahami Kapasitas Pemerintah Daerah

2
3
4
5. Ketimpangan Fiskal Vertikal dan Horizontal
6. Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian

7. Transfer ke Daerah dan Equalization

8. Belanja Daerah dan Kualitas Pengeluaran

9. Kapasitas Aparatur dan Merit Sistem

10. Kepemimpinan Kepala Daerah

11. DPRD, Politik Lokal, dan Akuntabilitas

12. Perencanaan, Data, dan Penganggaran

13. Pengadaan, Aset, dan Infrastruktur

14. Standar Pelayanan Minimum

15. Pendidikan dan Kesehatan

16. Geografi Kepulauan dan Biaya Pelayanan

17. Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Konflik
18. Pemekaran dan Skala Pemerintahan

19. Digitalisasi dan Kesenjangan Teknologi

20. Kerja Sama Antardaerah dan Shared Services
21. Inovasi Daerah dan Pembelajaran

22. Pengawasan, Audit, dan Integritas

23. Model Delapan Dimensi Kapasitas

24. Peta Jalan Reformasi 2026-2035

25. Kesimpulan: Otonomi dengan Kapasitas
Glossarium

Daftar Pustaka

1. Pendahuluan: Janji dan Paradoks Desentralisasi

Desentralisasi menjanjikan kedekatan keputusan. Dalam pembahasan 1. pendahuluan: janji dan paradoks
desentralisasi, desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber
daya. Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah
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memiliki organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar.
Dengan demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai
publik.

Kapasitas awal daerah berbeda. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah pendidikan,
birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah lama memiliki
universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah baru atau terpencil
membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat menghukum daerah yang
menghadapi biaya struktural tinggi.

Kewenangan dapat memperkuat atau memperlebar kesenjangan. Hubungan pusat-daerah tidak dapat
dibingkai sebagai pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-
level governance: pusat menetapkan norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi
mengoordinasikan serta menangani eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga.
Pembagian yang kabur menciptakan duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Akuntabilitas lokal tidak otomatis. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan
DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Desain harus menghubungkan otonomi dan standar nasional. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak
mengganti kapasitas institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses,
dan kepemimpinan berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki
ruang menyesuaikan pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign
hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

2. Evolusi Desentralisasi Indonesia

Indonesia bergerak dari sentralisasi menuju otonomi luas. Dalam pembahasan 2. evolusi desentralisasi
indonesia, desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber
daya. Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah
memiliki organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar.
Dengan demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai
publik.

Reformasi 1999 mengubah arsitektur. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
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baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

UU 23/2014 menata kembali urusan. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Perubahan menunjukkan pencarian keseimbangan. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik.
Kepala daerah dan DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan
hubungan dengan bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas
harus memasukkan transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya
pelatihan aparatur.

Pelajaran historis penting bagi desain. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

3. Landasan Konstitusional dan Hukum

UUD 1945 mengakui pemerintahan daerah. Dalam pembahasan 3. landasan konstitusional dan hukum,
desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya.
Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki
organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan
demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

UU 23/2014 mengatur pembagian urusan. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

UU 1/2022 menata hubungan fiskal. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
cksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.
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SPM menghubungkan otonomi dan hak. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala
daerah dan DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan
dengan bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus
memasukkan transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan
aparatur.

Regulasi perlu konsisten serta sederhana. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

4. Memahami Kapasitas Pemerintah Daerah

Kapasitas lebih luas dari anggaran. Dalam pembahasan 4. memahami kapasitas pemerintah daerah,
desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya.
Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki
organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan
demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Administrasi, teknis, politik, dan adaptif saling terkait. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-
dependent. Sejarah pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini.
Daerah yang telah lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik
talenta. Daerah baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa
konteks dapat menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Kapasitas berada pada individu dan institusi. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan
antara sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat
menetapkan norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Kinerja dipengaruhi konteks. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan
DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Diagnosis perlu multidimensi. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas institusional.
Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan berbeda.

Halaman 8



Desentralisasi dan Ketimpangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan pelayanan.
Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

Dimensi Pertanyaan Diagnostik Indikator

Fiskal Apakah sumber cukup dan PAD, ruang fiskal
fleksibel?

SDM Apakah talenta tersedia? Kompetensi, vacancy

Institusi Apakah proses stabil? SOP, continuity

Data Apakah keputusan berbukti? Quality, timeliness

Layanan Apakah hak terpenuhi? SPM, outcome

5. Ketimpangan Fiskal Vertikal dan Horizontal

Pusat menguasai basis pajak besar. Dalam pembahasan 5. ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal,
desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya.
Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki
organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan
demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Daerah memikul banyak fungsi layanan. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Kapasitas fiskal antardaerah berbeda tajam. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan
antara sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat
menetapkan norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Equalization diperlukan. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan DPRD
beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan bisnis.
Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.
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Insentif dan kebutuhan harus seimbang. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

Dimensi Pertanyaan Diagnostik Indikator

Fiskal Apakah sumber cukup dan PAD, ruang fiskal
fleksibel?

SDM Apakah talenta tersedia? Kompetensi, vacancy

Institusi Apakah proses stabil? SOP, continuity

Data Apakah keputusan berbukti? Quality, timeliness

Layanan Apakah hak terpenuhi? SPM, outcome

6. Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian

PAD memperkuat akuntabilitas. Dalam pembahasan 6. pendapatan asli daerah dan kemandirian,
desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya.
Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki
organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan
demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Basis pajak daerah tidak merata. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Pengejaran PAD dapat membebani usaha. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan
antara sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat
menetapkan norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Administrasi pajak menentukan. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan
DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
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bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Kemandirian bukan berarti tanpa transfer. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

7. Transfer ke Daerah dan Equalization

Transfer menjamin layanan dan pemerataan. Dalam pembahasan 7. transfer ke daerah dan equalization,
desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya.
Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki
organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan
demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Formula memengaruhi perilaku. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Dana umum dan khusus memiliki trade-off. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan
antara sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat
menetapkan norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Kinerja perlu memperhatikan baseline. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah
dan DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Sederhana dan dapat diprediksi penting. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
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dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

Dimensi Pertanyaan Diagnostik Indikator

Fiskal Apakah sumber cukup dan PAD, ruang fiskal
fleksibel?

SDM Apakah talenta tersedia? Kompetensi, vacancy

Institusi Apakah proses stabil? SOP, continuity

Data Apakah keputusan berbukti? Quality, timeliness

Layanan Apakah hak terpenuhi? SPM, outcome

8. Belanja Daerah dan Kualitas Pengeluaran

Penyerapan bukan hasil. Dalam pembahasan 8. belanja daerah dan kualitas pengeluaran, desentralisasi perlu
dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya. Pemindahan fungsi dari
pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki organisasi yang dapat
merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan demikian, otonomi bukan
sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Belanja pegawai dapat mendukung atau mengunci. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent.
Sejarah pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang
telah lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta.
Daerah baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks
dapat menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Pemeliharaan sering kalah dari proyek baru. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan
antara sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat
menetapkan norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Spending review diperlukan. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan
DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Outcome serta equity menjadi pusat. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.
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Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

9. Kapasitas Aparatur dan Merit Sistem

ASN daerah adalah mesin pelayanan. Dalam pembahasan 9. kapasitas aparatur dan merit sistem,
desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya.
Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki
organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan
demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Distribusi talenta tidak merata. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah pendidikan,
birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah lama memiliki
universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah baru atau terpencil
membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat menghukum daerah yang
menghadapi biaya struktural tinggi.

Mutasi politik mengganggu profesionalisme. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan
antara sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat
menetapkan norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Talent pool dan pelatihan perlu terhubung pekerjaan. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik.
Kepala daerah dan DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan
hubungan dengan bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas
harus memasukkan transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya
pelatihan aparatur.

Karier lintas daerah dapat membantu. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.
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Dimensi Pertanyaan Diagnostik Indikator

Fiskal Apakah sumber cukup dan PAD, ruang fiskal
fleksibel?

SDM Apakah talenta tersedia? Kompetensi, vacancy

Institusi Apakah proses stabil? SOP, continuity

Data Apakah keputusan berbukti? Quality, timeliness

Layanan Apakah hak terpenuhi? SPM, outcome

10. Kepemimpinan Kepala Daerah

Pemimpin memberi arah dan integrasi. Dalam pembahasan 10. kepemimpinan kepala daerah, desentralisasi
perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya. Pemindahan fungsi
dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki organisasi yang
dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan demikian, otonomi
bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Personal leadership dapat mempercepat inovasi. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent.
Sejarah pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang
telah lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta.
Daerah baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks
dapat menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Ketergantungan figur membuat program rapuh. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan
antara sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat
menetapkan norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Koalisi lokal memengaruhi. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan DPRD
beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan bisnis.
Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Legacy terbaik adalah institusi. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas institusional.
Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan berbeda.
Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan pelayanan.
Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.
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Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

11. DPRD, Politik Lokal, dan Akuntabilitas

DPRD berfungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pembahasan 11. dprd, politik lokal, dan
akuntabilitas, desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber
daya. Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah
memiliki organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar.
Dengan demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai
publik.

Biaya politik dapat mendorong patronase. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Informasi eksekutif lebih kuat. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Staff analitis perlu diperkuat. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan
DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Keterbukaan rapat meningkatkan. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

12. Perencanaan, Data, dan Penganggaran

Rencana harus berbasis masalah. Dalam pembahasan 12. perencanaan, data, dan penganggaran, desentralisasi
perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya. Pemindahan fungsi
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dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki organisasi yang
dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan demikian, otonomi
bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Data daerah sering terfragmentasi. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

RPJMD dan APBD dapat tidak selaras. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Indikator output mendominasi. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan
DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Satu data dan feedback diperlukan. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

13. Pengadaan, Aset, dan Infrastruktur

Pengadaan mengubah anggaran menjadi layanan. Dalam pembahasan 13. pengadaan, aset, dan infrastruktur,
desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya.
Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki
organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan
demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Daerah kecil memiliki pasar vendor sempit. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.
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Aset tidak tercatat atau terpelihara. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Shared procurement dapat membantu. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah
dan DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Open contracting meningkatkan integritas. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

14. Standar Pelayanan Minimum

SPM menjamin hak minimum. Dalam pembahasan 14. standar pelayanan minimum, desentralisasi perlu
dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya. Pemindahan fungsi dari
pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki organisasi yang dapat
merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan demikian, otonomi bukan
sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Standar memerlukan costing. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah pendidikan,
birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah lama memiliki
universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah baru atau terpencil
membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat menghukum daerah yang
menghadapi biaya struktural tinggi.

Daerah berbeda dalam biaya dan akses. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Pusat harus mendukung gap. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan
DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
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bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Pengukuran outcome lebih penting. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

Dimensi Pertanyaan Diagnostik Indikator

Fiskal Apakah sumber cukup dan PAD, ruang fiskal
fleksibel?

SDM Apakah talenta tersedia? Kompetensi, vacancy

Institusi Apakah proses stabil? SOP, continuity

Data Apakah keputusan berbukti? Quality, timeliness

Layanan Apakah hak terpenuhi? SPM, outcome

15. Pendidikan dan Kesehatan

Layanan dasar banyak ditentukan daerah. Dalam pembahasan 15. pendidikan dan kesehatan, desentralisasi
perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya. Pemindahan fungsi
dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki organisasi yang
dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan demikian, otonomi
bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Guru dan tenaga kesehatan tidak merata. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Fasilitas tanpa tenaga tidak efektif. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Halaman 18



Desentralisasi dan Ketimpangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Data dan rujukan lintas wilayah penting. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala
daerah dan DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan
dengan bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus
memasukkan transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan
aparatur.

Kapasitas manajemen menentukan. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

16. Geografi Kepulauan dan Biaya Pelayanan

Jarak menaikkan unit cost. Dalam pembahasan 16. geografi kepulauan dan biaya pelayanan, desentralisasi
perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya. Pemindahan fungsi
dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki organisasi yang
dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan demikian, otonomi
bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Formula per kapita dapat tidak adil. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Transportasi dan komunikasi adalah infrastruktur layanan. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai
sebagai pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level
governance: pusat menetapkan norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi
mengoordinasikan serta menangani eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga.
Pembagian yang kabur menciptakan duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Model mobile dan digital diperlukan. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah
dan DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Asimetri biaya harus diakui. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas institusional.
Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan berbeda.
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Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan pelayanan.
Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

17. Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Konflik

Kapasitas rendah sering berlapis dengan kebutuhan tinggi. Dalam pembahasan 17. daerah tertinggal,
perbatasan, dan konflik, desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab,
dan sumber daya. Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah
daerah memiliki organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta
belajar. Dengan demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan
nilai publik.

Security dan trust memengaruhi. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Talenta sulit dipertahankan. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara sentralisasi
dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan norma,
standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani eksternalitas;
kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan duplikasi, saling
menyalahkan, dan layanan terputus.

Pendampingan jangka panjang diperlukan. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala
daerah dan DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan
dengan bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus
memasukkan transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan
aparatur.

Pendekatan lokal serta budaya penting. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.
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Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

18. Pemekaran dan Skala Pemerintahan

Pemekaran mendekatkan pemerintahan. Dalam pembahasan 18. pemekaran dan skala pemerintahan,
desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya.
Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki
organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan
demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Unit baru memiliki biaya tetap tinggi. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Kapasitas organisasi perlu disiapkan. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Evaluasi perlu melihat layanan. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan
DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Kerja sama dapat mengatasi skala. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

19. Digitalisasi dan Kesenjangan Teknologi

Digital dapat menurunkan jarak. Dalam pembahasan 19. digitalisasi dan kesenjangan teknologi,
desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya.
Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki
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organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan
demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Infrastruktur dan skill tidak merata. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Aplikasi terpisah menciptakan beban. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Shared platform membantu. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan DPRD
beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan bisnis.
Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Cybersecurity dan inklusi wajib. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

Dimensi Pertanyaan Diagnostik Indikator

Fiskal Apakah sumber cukup dan PAD, ruang fiskal
fleksibel?

SDM Apakah talenta tersedia? Kompetensi, vacancy

Institusi Apakah proses stabil? SOP, continuity

Data Apakah keputusan berbukti? Quality, timeliness

Layanan Apakah hak terpenuhi? SPM, outcome

20. Kerja Sama Antardaerah dan Shared Services

Masalah melintasi batas administratif. Dalam pembahasan 20. kerja sama antardaerah dan shared services,
desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya.

Halaman 22



Desentralisasi dan Ketimpangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki
organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan
demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Skala ekonomi dapat dicapai bersama. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Governance kerja sama sering lemah. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Insentif serta formula kontribusi diperlukan. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala
daerah dan DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan
dengan bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus
memasukkan transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan
aparatur.

Pusat dapat memfasilitasi tanpa mengambil alih. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti
kapasitas institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan
kepemimpinan berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang
menyesuaikan pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya
menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

21. Inovasi Daerah dan Pembelajaran

Desentralisasi membuka eksperimen. Dalam pembahasan 21. inovasi daerah dan pembelajaran, desentralisasi
perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya. Pemindahan fungsi
dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki organisasi yang
dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan demikian, otonomi
bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Inovasi sering bergantung pemimpin. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
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baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Replikasi tidak boleh copy-paste. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Peer learning dan evidence penting. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah
dan DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Kegagalan aman perlu ruang. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas institusional.
Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan berbeda.
Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan pelayanan.
Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

22. Pengawasan, Audit, dan Integritas

Pengawasan menjaga legalitas dan hasil. Dalam pembahasan 22. pengawasan, audit, dan integritas,
desentralisasi perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya.
Pemindahan fungsi dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki
organisasi yang dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan
demikian, otonomi bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Terlalu banyak kontrol dapat melumpuhkan. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah
pendidikan, birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah
lama memiliki universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah
baru atau terpencil membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat
menghukum daerah yang menghadapi biaya struktural tinggi.

Risk-based oversight lebih tepat. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.
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Audit perlu mendorong learning. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan
DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Whistleblower dan data membantu. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

23. Model Delapan Dimensi Kapasitas

Dimensi fiskal dan manusia penting. Dalam pembahasan 23. model delapan dimensi kapasitas, desentralisasi
perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya. Pemindahan fungsi
dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki organisasi yang
dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan demikian, otonomi
bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Data serta digital menentukan. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah pendidikan,
birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah lama memiliki
universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah baru atau terpencil
membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat menghukum daerah yang
menghadapi biaya struktural tinggi.

Koordinasi dan politik memengaruhi. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Integritas dan adaptasi melengkapi. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan
DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Indeks harus digunakan diagnostik. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.
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Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

Dimensi Pertanyaan Diagnostik Indikator

Fiskal Apakah sumber cukup dan PAD, ruang fiskal
fleksibel?

SDM Apakah talenta tersedia? Kompetensi, vacancy

Institusi Apakah proses stabil? SOP, continuity

Data Apakah keputusan berbukti? Quality, timeliness

Layanan Apakah hak terpenuhi? SPM, outcome

24. Peta Jalan Reformasi 2026-2035

Reformasi dimulai baseline. Dalam pembahasan 24. peta jalan reformasi 2026-2035, desentralisasi perlu
dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya. Pemindahan fungsi dari
pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki organisasi yang dapat
merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan demikian, otonomi bukan
sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Dukungan perlu asimetris. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah pendidikan,
birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah lama memiliki
universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah baru atau terpencil
membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat menghukum daerah yang
menghadapi biaya struktural tinggi.

Shared services dikembangkan. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan antara
sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat menetapkan
norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Insentif kinerja diperbaiki. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah dan DPRD
beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan bisnis.
Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Institusi pembelajaran dibangun. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
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berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.

Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

25. Kesimpulan: Otonomi dengan Kapasitas

Desentralisasi tetap relevan. Dalam pembahasan 25. kesimpulan: otonomi dengan kapasitas, desentralisasi
perlu dipahami sebagai perubahan locus keputusan, tanggung jawab, dan sumber daya. Pemindahan fungsi
dari pusat ke daerah hanya akan menghasilkan manfaat bila pemerintah daerah memiliki organisasi yang
dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi, serta belajar. Dengan demikian, otonomi
bukan sekadar hak kelembagaan, melainkan kewajiban menghasilkan nilai publik.

Kapasitas menentukan manfaat. Kapasitas daerah bersifat kumulatif dan path-dependent. Sejarah pendidikan,
birokrasi, ekonomi, konflik, dan investasi membentuk kemampuan hari ini. Daerah yang telah lama memiliki
universitas, pasar, organisasi profesi, dan basis pajak lebih mudah menarik talenta. Daerah baru atau terpencil
membutuhkan waktu serta dukungan lebih besar. Perbandingan tanpa konteks dapat menghukum daerah yang
menghadapi biaya struktural tinggi.

Pemerataan tidak sama dengan keseragaman. Hubungan pusat-daerah tidak dapat dibingkai sebagai pilihan
antara sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintahan modern memerlukan multi-level governance: pusat
menetapkan norma, standar, kebijakan makro, dan equalization; provinsi mengoordinasikan serta menangani
eksternalitas; kabupaten/kota memberikan layanan dekat warga. Pembagian yang kabur menciptakan
duplikasi, saling menyalahkan, dan layanan terputus.

Pusat dan daerah saling bergantung. Ketimpangan kapasitas juga memiliki dimensi politik. Kepala daerah
dan DPRD beroperasi dalam kompetisi elektoral, jaringan patronase, tuntutan warga, dan hubungan dengan
bisnis. Kebijakan teknis dapat berubah menjadi distribusi manfaat. Reformasi kapasitas harus memasukkan
transparansi, integritas, partisipasi, dan mekanisme konflik kepentingan, bukan hanya pelatihan aparatur.

Hak warga menjadi ukuran akhir. Teknologi dapat mempercepat tetapi tidak mengganti kapasitas
institusional. Aplikasi yang sama akan menghasilkan outcome berbeda bila data, proses, dan kepemimpinan
berbeda. Daerah perlu shared architecture dan interoperabilitas, namun tetap memiliki ruang menyesuaikan
pelayanan. Digitalisasi yang memindahkan formulir kertas ke layar tanpa redesign hanya menambah beban.

Dari perspektif keadilan, standar nasional diperlukan agar tempat lahir tidak menentukan hak dasar warga.
Namun biaya memenuhi standar berbeda. Equal treatment dapat menghasilkan unequal outcome bila geografi
dan baseline diabaikan. Karena itu, transfer, bantuan teknis, dan pengawasan perlu menggunakan prinsip
proportionality serta need-based support.
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Prinsip akhirnya adalah autonomy with capability and accountability. Daerah memperoleh ruang memilih,
pusat menjamin pemerataan serta stabilitas, dan warga memiliki informasi serta kanal koreksi. Keberhasilan
diukur dari layanan dan kepercayaan, bukan banyaknya kewenangan atau dokumen yang diselesaikan.

Studi Kasus Analitis

Kasus 1: Kabupaten Kaya Sumber Daya tetapi Layanan Rendah
Pendapatan besar tidak otomatis menjadi kapasitas. Volatilitas, proyek simbolik, belanja pegawai, dan
pengadaan dapat mengurangi manfaat. Dana stabilisasi, spending review, merit, dan partisipasi diperlukan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa solusi tidak cukup berupa tambahan anggaran atau instruksi. Desain
organisasi, pembagian risiko, kapasitas manusia, dan akuntabilitas menentukan apakah kewenangan berubah
menjadi hasil.

Kasus 2: Kota dengan PAD Tinggi dan Digitalisasi

Basis pajak serta kepadatan memberi keuntungan. Digitalisasi berhasil bila data dan proses terintegrasi. Kota
perlu berbagi pengetahuan dan tidak menjadikan indikator digital sebagai tujuan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa solusi tidak cukup berupa tambahan anggaran atau instruksi. Desain
organisasi, pembagian risiko, kapasitas manusia, dan akuntabilitas menentukan apakah kewenangan berubah
menjadi hasil.

Kasus 3: Kabupaten Kepulauan

Biaya perjalanan, logistik obat, guru, dan supervisi jauh lebih tinggi. Formula per kapita tidak cukup. Mobile
service, telemedicine, transport contract, serta transfer berbasis biaya geografis dibutuhkan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa solusi tidak cukup berupa tambahan anggaran atau instruksi. Desain
organisasi, pembagian risiko, kapasitas manusia, dan akuntabilitas menentukan apakah kewenangan berubah
menjadi hasil.

Kasus 4: Daerah Baru Hasil Pemekaran

Gedung dan struktur cepat dibentuk, tetapi aparatur, data, aset, dan pendapatan belum siap. Masa transisi,
shared services dengan daerah induk, dan milestone kapasitas lebih penting daripada serah terima
administratif.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa solusi tidak cukup berupa tambahan anggaran atau instruksi. Desain
organisasi, pembagian risiko, kapasitas manusia, dan akuntabilitas menentukan apakah kewenangan berubah
menjadi hasil.

Kasus 5: Provinsi sebagai Koordinator
Kabupaten/kota memiliki kepentingan berbeda pada transportasi, sampah, dan air. Provinsi dapat
mengoordinasikan data, standard, dan pembiayaan. Namun kewenangan serta insentif perlu jelas.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa solusi tidak cukup berupa tambahan anggaran atau instruksi. Desain
organisasi, pembagian risiko, kapasitas manusia, dan akuntabilitas menentukan apakah kewenangan berubah
menjadi hasil.
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Kasus 6: Daerah dengan Kepala Daerah Inovatif
Program berkembang cepat melalui kepemimpinan. Ketika masa jabatan berakhir, inovasi berhenti karena
belum masuk regulasi, anggaran, dan SOP. Institutionalization menjadi pelajaran utama.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa solusi tidak cukup berupa tambahan anggaran atau instruksi. Desain
organisasi, pembagian risiko, kapasitas manusia, dan akuntabilitas menentukan apakah kewenangan berubah
menjadi hasil.

Kasus 7: Pengadaan di Daerah Terpencil

Vendor sedikit sehingga tender gagal atau harga tinggi. E-catalog nasional tidak selalu tersedia. Konsolidasi
kebutuhan, framework contract, logistics, serta audit berbasis konteks diperlukan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa solusi tidak cukup berupa tambahan anggaran atau instruksi. Desain
organisasi, pembagian risiko, kapasitas manusia, dan akuntabilitas menentukan apakah kewenangan berubah
menjadi hasil.

Kasus 8: Dana Transfer Berbasis Kinerja

Daerah kuat mendapat reward lebih besar karena data dan kapasitas. Daerah lemah kehilangan dukungan.
Desain perlu membedakan reward dan capacity grant serta menggunakan improvement, bukan level saja.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa solusi tidak cukup berupa tambahan anggaran atau instruksi. Desain
organisasi, pembagian risiko, kapasitas manusia, dan akuntabilitas menentukan apakah kewenangan berubah
menjadi hasil.

Kasus 9: Sistem Informasi yang Terfragmentasi
OPD menggunakan banyak aplikasi pusat dan daerah, data berulang, pegawai fokus input. Shared platform,
once-only principle, dan data governance mengurangi beban.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa solusi tidak cukup berupa tambahan anggaran atau instruksi. Desain
organisasi, pembagian risiko, kapasitas manusia, dan akuntabilitas menentukan apakah kewenangan berubah
menjadi hasil.

Kasus 10: Kerja Sama Pengelolaan Sampah Metropolitan
Masalah melintasi kota. Kesepakatan gagal karena tarif, lokasi, dan pembagian manfaat. Badan kerja sama,

formula kontribusi, kompensasi lokasi, serta transparansi diperlukan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa solusi tidak cukup berupa tambahan anggaran atau instruksi. Desain
organisasi, pembagian risiko, kapasitas manusia, dan akuntabilitas menentukan apakah kewenangan berubah
menjadi hasil.

Model Delapan Dimensi Kapasitas Pemerintah Daerah

1. Kapasitas Fiskal

Kemampuan memperoleh pendapatan, mengelola transfer, menjaga ruang fiskal, membiayai operasi, dan
mengelola risiko. Kapasitas tidak sama dengan besarnya APBD; fleksibilitas dan kualitas belanja lebih
penting.
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2. Kapasitas Manusia

Ketersediaan aparatur dengan kompetensi, integritas, kepemimpinan, dan distribusi yang sesuai. Termasuk
kemampuan menarik, mempertahankan, dan mengembangkan talenta.

3. Kapasitas Administratif

Kualitas proses, SOP, koordinasi, arsip, pengadaan, aset, dan layanan. Institusi harus tetap bekerja saat
pemimpin berganti.

4. Kapasitas Teknis

Kemampuan sektoral dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan, ekonomi, dan bencana.
Professional community serta knowledge access menjadi fondasi.

5. Kapasitas Data-Digital

Kemampuan menghasilkan, mengintegrasikan, melindungi, menganalisis, dan menggunakan data. Digital
maturity mencakup infrastruktur, proses, user, dan cyber.

6. Kapasitas Politik-Koordinatif

Kemampuan membangun koalisi, mengelola DPRD, masyarakat, dunia usaha, pusat, dan daerah lain.
Coordination merupakan kapasitas substantif.

7. Kapasitas Integritas-Akuntabilitas

Kemampuan mencegah konflik, fraud, capture, dan penyalahgunaan, sekaligus menyediakan complaint,
audit, transparansi, dan partisipasi.

8. Kapasitas Adaptif-Resilien

Kemampuan merespons krisis, belajar, bereksperimen, mengubah program, dan mempertahankan layanan
dalam shock.

Lima Tingkat Kematangan

Tingkat 1 - Administrasi Dasar

Fokus kepatuhan dan pemenuhan dokumen. Data terpisah, keputusan bergantung individu, layanan minimum
tidak konsisten.

Tingkat 2 - Proses Terstandar
SOP, perencanaan, dan pelaporan mulai stabil. Kinerja masih berorientasi output dan koordinasi terbatas.

Tingkat 3 - Pemerintahan Terintegrasi

Data, anggaran, SDM, dan layanan dihubungkan. Pengambilan keputusan lintas OPD serta pengukuran
outcome berkembang.
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Tingkat 4 - Pemerintahan Pembelajar

Evaluasi, peer learning, inovasi, dan feedback warga digunakan untuk perbaikan. Program dapat dihentikan
atau diubah.

Tingkat 5 - Pemerintahan Adaptif dan Kolaboratif
Daerah mampu mengorkestrasi pemerintah, masyarakat, bisnis, teknologi, dan daerah lain; respons cepat
namun tetap accountable.

Balanced Scorecard Kapasitas Daerah

Perspektif Tujuan Indikator Risiko
Warga Layanan setara SPM, kepuasan Kesenjangan
Fiskal Sehat dan fleksibel PAD, space Rigiditas
Proses Efektif Waktu, unit cost Birokrasi
SDM Profesional Merit, skill Politization
Data Berbasis bukti Quality, use Fragmentasi
Integritas Dapat dipercaya Audit, complaint Capture
Kolaborasi Lintas batas Joint service Silo
Adaptasi Tahan shock Recovery, learning Fragility

Peta Jalan Reformasi 2026-2035

Tahap 1: Baseline Nasional Kapasitas (2026-2027)

Bangun diagnostic yang menggabungkan fiskal, SDM, data, layanan, integritas, dan konteks geografis. Hasil
digunakan untuk dukungan, bukan ranking sederhana.

Tahap 2: Minimum Institutional Capability (2026-2029)
Pastikan semua daerah memiliki fungsi dasar: perencanaan, pengadaan, data, audit, SDM, layanan, dan
continuity. Daerah lemah mendapat embedded assistance.

Tahap 3: Transfer Berbasis Kebutuhan dan Perbaikan (2027-2030)

Pisahkan equalization, capacity grant, dan performance reward. Gunakan improvement serta cost disability.

Tahap 4: Talent Mobility dan Shared Expertise (2027-2032)

Bangun pool ahli regional, secondment, karier lintas daerah, remote expert, serta insentif wilayah sulit.

Tahap 5: Shared Services dan Kerja Sama (2028-2033)

Konsolidasikan pengadaan, data, laboratorium, rumah sakit rujukan, sampah, transportasi, dan cyber sesuai
skala.
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Gunakan platform bersama, interoperability, identity, payment, data exchange, dan cybersecurity dengan
ruang konfigurasi lokal.

Tahap 7: Desentralisasi Asimetris Matang (2030-2035)

Kewenangan, fleksibilitas, dan pengawasan disesuaikan kapasitas serta karakter. Review berkala
memungkinkan naik atau turun.

Dua Puluh Lima Indikator Diagnostik

1

2
3
4
5.
6
7
8
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21

22.
23.
24.
25.

. PAD per kapita dan elastisitasnya.
. Ruang fiskal setelah belanja wajib.
. Ketergantungan transfer.

. Belanja layanan per pengguna.

Unit cost berbasis geografi.

. Vacancy tenaga kunci.
. Proporsi jabatan melalui merit.
. Turnover aparatur.

. Kompetensi perencana dan pengadaan.

Kualitas data sektoral.
Interoperabilitas sistem.
Waktu layanan utama.
Capaian SPM.

Kesenjangan antarkecamatan.
Kondisi aset.

Proporsi pemeliharaan.
Konsentrasi vendor.

Tindak lanjut audit.
Pengaduan dan penyelesaian.
Partisipasi kelompok rentan.

. Kerja sama antardaerah.
Durasi pemulihan bencana.
Inovasi yang terinstitusionalisasi.
Kepercayaan warga.

Perbaikan outcome lima tahunan.
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Agenda Kebijakan Prioritas

Pertama, bedakan capacity gap dari compliance gap. Daerah yang tidak mampu memerlukan bantuan; daerah
yang sengaja melanggar memerlukan enforcement.

Kedua, ubah pelatihan menjadi capacity partnership jangka panjang yang terkait pekerjaan, mentor, dan
outcome.

Ketiga, tetapkan cost disability bagi kepulauan, pegunungan, perbatasan, kepadatan rendah, dan kerawanan
bencana.

Keempat, bangun national-local talent marketplace dan insentif karier untuk wilayah sulit.
Kelima, sederhanakan aplikasi pusat dan terapkan once-only data principle.

Keenam, perkuat provinsi sebagai koordinator dan penyedia kapasitas bersama tanpa mengambil alih seluruh
otonomi kabupaten/kota.

Ketujuh, desain transfer dengan tiga fungsi terpisah: equalization, capacity building, dan performance.
Kedelapan, wajibkan asset management dan lifecycle costing sebelum proyek baru.

Kesembilan, bangun mekanisme kerja sama antardaerah dengan badan, tarif, pembagian manfaat, dan dispute
resolution.

Kesepuluh, gunakan pengawasan berbasis risiko yang menilai konteks dan outcome.
Kesebelas, institusionalisasikan inovasi melalui regulasi, anggaran, SOP, dan transfer pengetahuan.

Keduabelas, tempatkan hak warga dan SPM sebagai tolok ukur akhir desentralisasi.

Implikasi bagi IBM-ASMI
IBM-ASMI dapat mengembangkan kajian Local Government Capability yang mengintegrasikan manajemen
publik, keuangan, SDM, sistem informasi, komunikasi, dan kepemimpinan.

Mabhasiswa perlu mempelajari bahwa organisasi pemerintah daerah menghadapi multiple principals, regulasi,
politik, dan keterbatasan pasar. Teknik manajemen privat perlu disesuaikan.

Laboratorium dapat menggunakan APBD, SPM, data layanan, dan studi proses untuk menyusun capability
diagnosis. Fokus pada perbaikan, bukan sekadar penilaian.

Kurikulum dapat mencakup intergovernmental relations, fiscal decentralization, procurement, digital
government, talent management, dan collaborative governance.

Riset PLS-SEM dapat menguji pengaruh leadership, fiscal capacity, digital capability, dan organizational
learning terhadap service performance.

IBM-ASMI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah pada klinik tata kelola, UMKM, data, serta inovasi
dengan kode etik dan evaluasi.

Pendekatan studi kasus Indonesia kepulauan memberi kontribusi internasional karena banyak teori
desentralisasi diasumsikan pada geografi kontinental.

Lulusan perlu menjadi boundary spanner yang mampu menerjemahkan kebijakan pusat, kebutuhan lokal,
data, dan kepentingan warga.
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Glossarium

Asymmetric decentralization: Pemberian kewenangan dan dukungan berbeda sesuai karakter serta
kapasitas.

Capacity building: Proses jangka panjang memperkuat individu, organisasi, dan sistem.
Cost disability: Biaya tambahan pelayanan akibat faktor struktural seperti geografi.

Desentralisasi: Pemindahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya ke tingkat pemerintahan lebih
rendah.

Equalization transfer: Transfer untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal dan layanan.
Fiscal capacity: Kemampuan pemerintah daerah memperoleh dan mengelola sumber keuangan.
Fiscal gap: Selisih antara kebutuhan belanja dan kapasitas pendapatan.

Intergovernmental relations: Hubungan kewenangan, fiskal, koordinasi, dan akuntabilitas antarlevel
pemerintahan.

Merit system: Pengelolaan aparatur berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.
Multi-level governance: Tata kelola yang melibatkan beberapa level pemerintahan dan aktor.
Own-source revenue: Pendapatan yang dihimpun pemerintah daerah dari kewenangannya.
Pemekaran daerah: Pembentukan daerah otonom baru dari daerah yang ada.

Performance transfer: Transfer yang dikaitkan dengan kinerja atau perbaikan.

Shared services: Penyediaan fungsi bersama oleh beberapa pemerintah daerah.

Spending review: Evaluasi sistematis relevansi, efisiensi, dan efektivitas belanja.

Standar Pelayanan Minimum: Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diterima
warga.

Transfer ke Daerah: Dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah.
Vertical fiscal imbalance: Ketidakseimbangan kewenangan pendapatan dan belanja antara pusat dan daerah.
Horizontal fiscal imbalance: Perbedaan kapasitas fiskal antardaerah.

Organizational resilience: Kemampuan organisasi mempertahankan dan memulihkan layanan saat shock.

Daftar Pustaka
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Catatan Kontekstual Indonesia

UU Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi, daya saing, demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah sebagai orientasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kerangka tersebut juga membagi urusan konkuren antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur sumber penerimaan daerah, Transfer ke Daerah, belanja, pembiayaan,
dan sinergi kebijakan fiskal nasional. Pengelolaan transfer diarahkan mengurangi ketimpangan fiskal dan
kesenjangan pelayanan serta mendorong kinerja dan disiplin.

Pelaksanaan desentralisasi terus berubah melalui peraturan sektoral, standar pelayanan, kebijakan transfer,
dan reformasi aparatur. Karena itu, penggunaan artikel untuk keputusan operasional perlu disertai
pemeriksaan regulasi resmi terbaru.

Artikel ini menggunakan perkembangan yang tersedia sampai Agustus 2026 dan tidak menilai kinerja daerah
tertentu tanpa data serta konteks yang memadai.

Penutup Reflektif

Desentralisasi adalah pengakuan bahwa Indonesia terlalu beragam untuk dikelola seluruhnya dari satu pusat.
Namun keragaman yang sama membuat kapasitas daerah tidak dapat diasumsikan setara.

Otonomi tanpa kapasitas menghasilkan kewenangan formal dan ketergantungan nyata. Kapasitas tanpa
akuntabilitas dapat menghasilkan kekuasaan lokal yang tertutup. Keduanya harus dibangun bersama.

Pemerataan bukan berarti setiap daerah melakukan hal yang sama dengan biaya yang sama. Daerah
kepulauan, perbatasan, dan tertinggal membutuhkan model serta dukungan berbeda untuk memenuhi hak
yang sama.

Transfer fiskal adalah alat solidaritas nasional. Ia perlu menjamin kebutuhan, mendorong perbaikan, dan
tidak mempermalukan daerah yang menghadapi hambatan struktural.

Aparatur daerah adalah aset nasional. Mobilitas talenta, profesionalisme, dan perlindungan dari politisasi
menentukan kualitas layanan lebih dari banyaknya regulasi.

Inovasi perlu dirayakan, tetapi institusionalisasi lebih penting. Program yang hanya hidup bersama satu
pemimpin bukan kapasitas organisasi.

Pusat yang kuat bukan pusat yang mengambil semua keputusan, melainkan pusat yang menetapkan standar,
menyediakan data dan dukungan, mengoreksi kegagalan, serta memberi ruang daerah berhasil.

Daerah yang kuat bukan daerah yang menolak koordinasi, melainkan daerah yang mampu memilih, bekerja
sama, mempertanggungjawabkan, dan belajar.

IBM-ASMI dapat berkontribusi dengan mengembangkan manajemen publik yang memahami kompleksitas
Indonesia, menghubungkan teknologi dan manusia, serta menempatkan warga sebagai ukuran.

Halaman 36



Desentralisasi dan Ketimpangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Pada akhirnya, keberhasilan desentralisasi terlihat ketika kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
keamanan, dan kesempatan warga tidak terlalu ditentukan oleh tempat tinggalnya. Itulah makna otonomi
yang adil dalam negara kesatuan.

Catatan Penulis

Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan kebijakan. IBM-
ASMI ditulis lengkap sebagai Institut Bisnis dan Multimedia sesuai permintaan. Naskah berfokus pada
penguatan institusi dan tidak dimaksudkan untuk memberi penilaian tunggal terhadap pemerintah daerah
tertentu.

Halaman 37



Desentralisasi dan Ketimpangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Pendalaman Lanjutan: Ketimpangan Kapasitas sebagai Persoalan Sistemik

A. Kapasitas Fiskal dan Moral Hazard Transfer

Transfer antarpemerintahan diperlukan untuk menjaga kesetaraan pelayanan, tetapi desainnya dapat
menciptakan moral hazard bila pemerintah daerah mengharapkan pusat menutup seluruh kekurangan tanpa
upaya memperbaiki pendapatan atau efisiensi. Di sisi lain, tuntutan kemandirian yang berlebihan dapat
mendorong pungutan distorsif. Desain yang baik membedakan keterbatasan struktural dari rendahnya usaha
serta memberi insentif yang tidak menghukum daerah miskin.

Pengukuran fiscal effort perlu membandingkan realisasi dengan potensi yang wajar, bukan sekadar rasio
PAD. Daerah dengan basis ekonomi sempit tidak dapat disamakan dengan kota jasa atau industri. Model
harus mempertimbangkan struktur ekonomi, informalitas, kemampuan administrasi, dan biaya pemungutan.

Moral hazard juga dapat muncul ketika bantuan darurat diberikan berulang tanpa reformasi. Namun
penolakan bantuan dapat merugikan warga. Solusinya adalah conditional support dengan rencana pemulihan,
milestone, pendampingan, dan transparansi.

Dana transfer perlu predictable agar daerah merencanakan, tetapi cukup adaptif terhadap shock. Formula
yang berubah mendadak merusak kredibilitas dan mendorong belanja jangka pendek. Medium-term
indicative transfer dapat membantu.

Akuntabilitas transfer harus berorientasi pada layanan dan perbaikan kapasitas. Laporan administratif yang
berat dapat menyerap waktu aparatur tanpa memberi pembelajaran. Standard data dan audit berbasis risiko
lebih tepat.

B. Politik PAD dan Retribusi

Peningkatan PAD sering dijadikan indikator kemandirian, padahal tidak semua PAD berkualitas. Pajak serta
retribusi yang kecil namun banyak dapat menaikkan biaya usaha, menciptakan ruang pungutan informal, dan
menghambat integrasi pasar. Reformasi harus melihat net economic value, bukan nominal semata.

Pajak properti, kendaraan, konsumsi lokal, dan layanan memiliki karakter berbeda. Daerah memerlukan data
objek, valuation, billing, dan complaint. Digital payment membantu, tetapi kualitas basis data serta fairness
menjadi syarat.

Retribusi seharusnya terkait layanan atau izin yang memiliki biaya dan manfaat jelas. Jika digunakan sebagai
instrumen penerimaan umum tanpa perbaikan layanan, legitimasi turun. Citizen charter dapat
menghubungkan pembayaran dengan service standard.

Pemberian insentif pajak daerah perlu transparan. Kompetisi menarik investasi dapat menghasilkan race to
the bottom. Evaluasi additionality dan sunset clause mencegah privilege permanen.

Kemandirian fiskal juga dapat diperkuat melalui pengelolaan aset, dividen BUMD yang sehat, dan ekonomi
lokal. Namun monetisasi aset tidak boleh mengorbankan kepentingan jangka panjang atau menjadi sumber
transaksi tidak transparan.

C. Kapasitas Perencanaan Jangka Menengah

RPJMD menjadi jembatan antara mandat politik dan administrasi. Tantangan muncul ketika visi luas tidak
diterjemahkan menjadi prioritas terbatas, teori perubahan, indikator, serta pembiayaan. Dokumen dapat
menjadi daftar program semua OPD, bukan strategi daerah.
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Perencanaan jangka menengah perlu memperhitungkan tren demografi, iklim, urbanisasi, teknologi, dan
fiskal. Forecast sederhana serta scenario membantu daerah mempersiapkan sekolah, rumah sakit, air, dan
transportasi.

Kapasitas perencanaan bukan hanya milik Bappeda. OPD, keuangan, pengadaan, data, dan DPRD harus
memahami keterkaitan. Joint planning session mengurangi rencana yang tidak dapat dilaksanakan.

Musrenbang memberi input lokal, tetapi perlu proses prioritisasi dan feedback. Usulan masyarakat harus
dihubungkan dengan masalah, kewenangan, dan ceiling. Transparansi alasan menerima atau menolak
membangun trust.

Evaluasi RPJMD harus memeriksa outcome dan perubahan konteks. Mid-term review memungkinkan
adaptasi tanpa mengubah seluruh visi. Rigiditas rencana dapat sama berbahaya dengan perubahan tanpa arah.

D. Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah

OPD sering dibentuk mengikuti urusan serta regulasi, tetapi struktur tidak selalu sesuai beban dan konteks.
Daerah kecil dapat memiliki terlalu banyak unit dengan kompetensi tipis, sedangkan kota besar menghadapi
kompleksitas yang membutuhkan spesialisasi. Organizational review perlu berbasis fungsi, proses, dan
service demand.

Koordinasi horizontal menjadi hambatan karena isu seperti stunting, kemiskinan, iklim, dan investasi
melintasi OPD. Komite ad hoc sering tidak memiliki authority. Shared outcome, pooled budget, dan lead
agency dapat memperkuat.

Sekretariat daerah berperan sebagai integrator, tetapi sering terserap administrasi. Chief administrative
capacity perlu dibangun agar Sekda mengelola performance, conflict, dan continuity.

Inspektorat internal dapat berfungsi sebagai assurance serta advisor. Jika hanya mencari kesalahan setelah
kejadian, organisasi menjadi defensif. Early involvement pada program berisiko membantu.

Kapasitas organisasi juga mencakup meeting discipline, decision record, knowledge management, dan
succession. Rutinitas sederhana yang konsisten sering lebih penting daripada aplikasi baru.

E. Politisasi Birokrasi dan Netralitas ASN

Pemilihan kepala daerah menciptakan insentif mengganti pejabat berdasarkan loyalitas. Mutasi dapat
dibutuhkan untuk menyelaraskan program, tetapi penggunaan politik merusak merit, continuity, dan
keberanian memberi nasihat. Pegawai belajar menunggu perubahan kekuasaan daripada membangun
profesionalisme.

Netralitas bukan berarti aparatur tidak responsif terhadap pemimpin terpilih. ASN wajib melaksanakan
kebijakan sah, namun rekrutmen, promosi, serta sanksi harus berdasarkan standar. Distinction antara policy
direction dan personnel patronage penting.

Open selection dapat meningkatkan transparansi, tetapi panel dan kriteria dapat dimanipulasi. Talent pool,
assessment history, performance evidence, dan appeal memperkuat.

Perlindungan pejabat profesional harus diimbangi accountability. Tenure tanpa kinerja juga merusak.
Kontrak kinerja, coaching, dan evaluasi multi-sumber dapat digunakan.

Pusat perlu memantau pola mutasi berisiko, terutama menjelang dan setelah pemilu, namun tidak mengambil
alih semua keputusan personalia. Risk trigger serta review independen lebih proporsional.
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F. Distribusi Tenaga Profesional

Dokter, guru, insinyur, perencana, auditor, data scientist, dan pengadaan tidak tersebar merata. Insentif
finansial saja sering tidak cukup karena keluarga, sekolah, housing, keamanan, serta career development
memengaruhi pilihan lokasi.

Paket wilayah sulit perlu mencakup tunjangan, perumahan, rotasi, pendidikan anak, tele-support, dan jalur
promosi. Penempatan wajib tanpa dukungan menghasilkan turnover dan kualitas rendah.

Remote expertise dapat membantu diagnosis, desain, dan supervisi, tetapi layanan frontline tetap
membutuhkan orang. Hybrid staffing lebih realistis daripada mengandalkan digital sepenuhnya.

Pool regional serta secondment memungkinkan ahli melayani beberapa daerah. Governance harus mengatur
biaya, prioritas, dan accountability. Provinsi atau universitas dapat menjadi host.

Pengembangan talenta lokal merupakan strategi jangka panjang. Beasiswa ikatan, pendidikan vokasi,
mentoring, dan return program membangun supply yang memahami konteks.

G. Kualitas Data dan Satu Data Daerah

Data daerah berasal dari banyak OPD dengan definisi, periode, dan unit yang berbeda. Ketidakkonsistenan
menghambat perencanaan serta evaluasi. Satu Data bukan sekadar portal, melainkan governance definisi,
steward, metadata, quality, dan access.

Daerah sering diminta mengisi sistem pusat berulang. Once-only principle mengharuskan data yang sudah
dikumpulkan dapat digunakan kembali sesuai hak akses. Interoperability mengurangi beban serta kesalahan.

Data administratif memiliki coverage dan bias. Survei, verifikasi lapangan, serta community feedback tetap
dibutuhkan. Dashboard yang presisi secara visual dapat menyembunyikan ketidakpastian.

Data sharing harus melindungi privasi dan keamanan. Pemerintah daerah memerlukan kompetensi data
protection, incident response, dan vendor management.

Keberhasilan data diukur dari keputusan yang berubah, bukan jumlah dataset. Setiap dashboard perlu
decision owner dan action protocol.

H. Kapasitas Pengadaan dan Pasar Lokal

Pengadaan daerah beroperasi pada pasar yang berbeda. Kota besar memiliki vendor banyak, daerah terpencil
menghadapi sedikit pemasok dan biaya logistik tinggi. Aturan seragam perlu ruang menilai market condition
tanpa membuka favoritisme.

Procurement planning harus dimulai sebelum tahun anggaran, termasuk spesifikasi, packaging, market
sounding, dan jadwal. Belanja akhir tahun sering berasal dari perencanaan terlambat, bukan hanya disiplin
rendah.

Konsolidasi paket dapat menghemat tetapi mengecualikan UMKM. Lotting, framework agreement, dan
consortium memberi keseimbangan. Kriteria tidak boleh dibuat untuk incumbent tertentu.

Contract management sering lebih lemah daripada tender. Perubahan, kualitas, pembayaran, dan warranty
perlu dipantau. Vendor performance database membantu namun harus memberi appeal.

Open contracting dari perencanaan hingga pelaksanaan memungkinkan masyarakat dan auditor melihat pola.
Analytics menghasilkan red flag, bukan bukti otomatis.
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I. Kapasitas Pengelolaan Aset

Banyak daerah membangun aset tanpa data kondisi, biaya operasi, atau pemanfaatan. Gedung, jalan, alat
kesehatan, kendaraan, dan sistem digital dapat menjadi beban jika tidak dipelihara. Asset management
menghubungkan kebutuhan layanan dengan lifecycle.

Asset register perlu location, condition, ownership, value, maintenance, dan user. Rekonsiliasi administrasi
dan fisik penting. Teknologi GIS membantu, tetapi verifikasi tetap diperlukan.

Keputusan proyek baru harus membandingkan rehabilitasi dan optimalisasi. Politik menyukai aset baru,
sedangkan warga membutuhkan fungsi. Capital gate dapat mewajibkan lifecycle costing.

Aset idle dapat digunakan bersama, disewa, atau dialihkan sesuai hukum. Monetisasi perlu transparan dan
mempertimbangkan kebutuhan masa depan.

Kapasitas maintenance perlu kontrak, tenaga, spare part, dan budget. Ring-fenced maintenance tertentu dapat
mencegah degradasi, tetapi perlu fleksibilitas.

J. Urbanisasi dan Pemerintahan Metropolitan

Pertumbuhan kota melampaui batas administratif. Transportasi, air, sampah, udara, banjir, perumahan, dan
pasar kerja membentuk wilayah metropolitan. Desentralisasi berbasis batas kabupaten/kota dapat
menghasilkan fragmentasi kebijakan.

Badan metropolitan dapat mengoordinasikan fungsi tertentu tanpa menghapus pemerintah lokal. Mandate,
board, pendanaan, dan accountability harus jelas. Model dapat berbeda menurut sektor.

Formula kontribusi perlu mempertimbangkan penduduk, pengguna, manfaat, dan kemampuan fiskal. Konflik
muncul ketika fasilitas berada pada satu daerah tetapi melayani semua. Kompensasi serta revenue sharing
diperlukan.

Data mobilitas dan spatial planning harus bersama. Perizinan satu daerah dapat menimbulkan kemacetan atau
banjir di daerah lain. Strategic environmental assessment lintas batas membantu.

Pusat dan provinsi berperan memfasilitasi serta menyediakan insentif, bukan mengatur seluruh operasi.
Keberhasilan bergantung trust antarpemimpin.

K. Perdesaan, Desa, dan Kabupaten

Desa memiliki kewenangan dan dana, sementara kabupaten menyediakan pembinaan serta layanan lintas
desa. Kapasitas kabupaten menentukan apakah desa mendapat dukungan atau hanya pelaporan. Hubungan
perlu berbasis subsidiarity.

Pendampingan desa harus membantu perencanaan, pengadaan, data, dan partisipasi, bukan mengambil
keputusan. Professional support dapat digunakan bersama beberapa desa.

Data desa sering menjadi sumber utama target sosial, tetapi kualitas bervariasi. Verification serta grievance
penting agar exclusion tidak permanen.

Badan usaha milik desa dan proyek ekonomi memerlukan business capability. Tidak semua desa cocok
menjalankan usaha yang sama. Market analysis serta partnership diperlukan.

Kapasitas kabupaten dalam mengintegrasikan jalan, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perlindungan
sosial menentukan pembangunan perdesaan lebih dari satu program.
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L. Ketahanan Bencana dan Perubahan lklim

Indonesia menghadapi gempa, banjir, kebakaran, kekeringan, longsor, dan cuaca ekstrem. Pemerintah daerah
menjadi first responder, tetapi kapasitas BPBD, data, logistik, dan fiskal berbeda. Desentralisasi risiko harus
disertai safety net nasional.

Contingency plan perlu diuji melalui simulasi, bukan hanya dokumen. Command structure, komunikasi,
shelter, dan supply chain menjadi fokus. Masyarakat serta bisnis dilibatkan.

Climate adaptation harus masuk RPJMD, tata ruang, infrastruktur, pertanian, dan kesehatan. Program
terpisah tidak cukup. Climate budget tagging perlu terkait outcome.

Dana darurat harus cepat tetapi accountable. Pre-arranged finance dan parametric trigger dapat membantu.
Audit ex-post tetap wajib.

Setelah bencana, build back better memerlukan kapasitas desain dan pengadaan. Tekanan cepat dapat
mengulang kerentanan. Dukungan pusat serta ahli jangka panjang diperlukan.

M. Integritas Politik Anggaran Daerah

APBD adalah arena distribusi kepentingan. Negosiasi antara kepala daerah, DPRD, OPD, masyarakat, dan
bisnis merupakan bagian demokrasi. Masalah muncul ketika akses tidak setara, data disembunyikan, atau
proyek dipilih untuk patronase.

Pokok pikiran DPRD dapat mencerminkan aspirasi, tetapi perlu kriteria, lokasi, biaya, dan conflict disclosure.
Integrasi dengan perencanaan mencegah proyek lepas.

Hibah dan bantuan sosial berisiko dipersonalisasi. Rights-based criteria, branding institusi, dan audit
penerima penting terutama menjelang pemilu.

Budget transparency harus mudah dipahami, bukan hanya dokumen teknis. Citizen budget dan map program
membantu warga menilai.

Partisipasi anggaran perlu feedback. Tanpa penjelasan alasan, forum menjadi ritual dan trust turun.

N. Peran Provinsi dalam Penguatan Kapasitas

Provinsi memiliki posisi antara pusat dan kabupaten/kota. Ia dapat mengoordinasikan urusan lintas batas,
menyediakan data, standard, training, dan shared expertise. Namun peran ini sering tidak jelas atau dianggap
intervensi.

Provinsi dapat membangun center of excellence untuk pengadaan, cyber, laboratorium, tata ruang, dan
inovasi. Kabupaten/kota menggunakan layanan sesuai kebutuhan.

Inspektorat provinsi dapat melakukan pembinaan berbasis risiko, terutama daerah baru atau lemah.
Pendekatan harus membantu koreksi, bukan hanya menambah pemeriksaan.

Forum kepala daerah dalam provinsi dapat menyelesaikan transportasi, lingkungan, dan investasi. Secretariat
profesional menjaga continuity saat politik berubah.

Transfer provinsi dapat diarahkan pada eksternalitas dan equalization internal, dengan formula terbuka.
Kapasitas provinsi sendiri perlu diperkuat agar tidak menjadi lapis birokrasi tambahan.
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0. Kapasitas DPRD dan Dukungan Analitis

DPRD memiliki kewenangan besar tetapi anggota menghadapi informasi teknis kompleks. Ketergantungan
pada eksekutif atau pihak luar dapat mengurangi kualitas pengawasan. Professional secretariat dan research
support sangat penting.

Budget office daerah atau pool regional dapat menyediakan costing, baseline, dan policy analysis
nonpartisan. Skala kecil dapat dilayani bersama oleh provinsi atau perguruan tinggi.

Public hearing perlu memberi ruang kelompok yang tidak terorganisasi. Agenda, bahan, dan minutes
dipublikasikan. Conflict of interest anggota dikelola.

Pengawasan tidak hanya kunjungan dan temuan, tetapi follow-up outcome serta audit. Committee
specialization membangun pengetahuan.

Partai perlu melatih anggota DPRD dalam keuangan, hukum, layanan, dan etika. Kapasitas legislatif
merupakan bagian kapasitas pemerintah daerah secara luas.

P. Pengawasan Pusat yang Proporsional

Pusat memiliki tanggung jawab menjaga standar nasional, stabilitas fiskal, dan hukum. Namun pengawasan
yang sangat rinci dapat mengembalikan sentralisasi administratif dan mengurangi ruang inovasi.
Proporsionality menjadi prinsip utama.

Daerah dengan risk rendah dan kinerja baik dapat memperoleh fleksibilitas lebih besar. Daerah dengan
capacity gap mendapat pendampingan, sedangkan pelanggaran disengaja mendapat enforcement.
Diferensiasi perlu kriteria serta review.

Pelaporan lintas kementerian harus disederhanakan. Satu laporan dapat memenuhi banyak kebutuhan bila
definisi sama. Regulatory burden audit membantu.

Pembatalan kebijakan daerah perlu due process dan alasan. Dialog serta correction period lebih baik sebelum
sanksi, kecuali risiko tinggi.

Pengawasan pusat juga harus accountable. Daerah perlu kanal banding dan feedback terhadap kebijakan
nasional yang tidak sesuai konteks.

Q. Capacity Building sebagai Pasar dan Industri

Pelatihan pemerintah daerah telah menjadi industri besar dengan konsultan, lembaga, perjalanan, dan
sertifikat. Namun banyak program tidak mengubah praktik karena generik, singkat, dan terpisah dari
pekerjaan. Value for money perlu diperiksa.

Capacity building efektif dimulai diagnosis, co-design, praktik, coaching, dan follow-up. Output bukan
jumlah peserta, tetapi perubahan proses serta outcome.

Perguruan tinggi lokal dapat menjadi mitra jangka panjang, tetapi perlu kualitas dan independensi.
Konsorsium nasional-lokal menggabungkan expertise serta konteks.

Embedded advisor membantu daerah lemah, namun harus mentransfer pengetahuan dan memiliki exit plan.
Ketergantungan konsultan merupakan kegagalan.

Knowledge platform dapat menyebarkan template serta case, tetapi peer network dan mentorship lebih efektif
untuk tacit knowledge.
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R. Desentralisasi Asimetris dan Keadilan

Asimetri sering dikaitkan status khusus, tetapi dapat digunakan lebih luas berdasarkan geografi, kapasitas,
metropolitan, perbatasan, atau kepulauan. Tujuannya menyesuaikan fungsi serta dukungan agar hak warga
setara.

Asimetri harus memiliki dasar objektif, transparan, dan dapat direview. Tanpa itu, ia dianggap privilege
politik. Kriteria dapat mencakup scale, cost, capacity, externality, dan identity.

Daerah berkapasitas tinggi dapat menerima flexibility dan pilot kewenangan, sedangkan daerah lemah
mendapat shared administration. Perubahan bersifat dinamis, bukan label permanen.

Asimetri juga berarti standard delivery berbeda dalam metode, bukan mutu hak. Mobile clinic dapat
mengganti fasilitas tetap di pulau kecil selama outcome setara.

Keadilan memerlukan kombinasi equality, equity, dan recognition. Desentralisasi asimetris memberi ruang
ketiganya dalam negara kesatuan.

S. Evaluasi Desentralisasi Berbasis Warga

Evaluasi desentralisasi sering berfokus pembagian urusan, laporan, dan fiskal. Perspektif warga bertanya
apakah layanan lebih dekat, cepat, adil, dapat dipengaruhi, dan dipercaya. Citizen experience harus menjadi
data utama.

Survei kepuasan perlu dikombinasikan dengan outcome objektif dan complaint. Kepuasan dapat rendah
karena ekspektasi tinggi atau tinggi karena warga tidak mengenal standar. Interpretasi penting.

Kesenjangan intra-daerah perlu diperiksa. Rata-rata kabupaten dapat menutupi kecamatan terpencil.
Geospatial service access membantu.

Partisipasi dinilai dari diversity, influence, dan feedback, bukan jumlah forum. Warga harus melihat
hubungan antara suara dan keputusan.

Annual local governance report dapat menyajikan fiskal, kapasitas, layanan, dan equity dalam bahasa
sederhana. Akuntabilitas lokal menjadi nyata.

T. Masa Depan Hubungan Pusat-Daerah

Perubahan iklim, digital, urbanisasi, demografi, dan geopolitik akan membuat batas urusan semakin cair.
Hubungan pusat-daerah perlu bergerak dari command-and-control menuju networked governance dengan
standard dan data bersama.

Pusat akan tetap penting untuk redistribusi, makro, keamanan, dan hak nasional. Daerah penting untuk
adaptasi, delivery, serta partisipasi. Keduanya saling membutuhkan dan tidak dapat dinilai sebagai pesaing.

Intergovernmental forum perlu menjadi institusi deliberasi, bukan hanya sosialisasi kebijakan. Daerah
membawa bukti implementasi, pusat membawa perspektif nasional. Decision record meningkatkan trust.

Fiscal architecture harus lebih medium-term, climate-aware, dan performance-informed. Shock serta transisi
membutuhkan fleksibilitas.

Masa depan desentralisasi Indonesia bergantung kemampuan membangun negara yang kuat pada semua
tingkat: pusat yang mampu mengarahkan dan memeratakan, daerah yang mampu melayani serta berinovasi,
dan warga yang mampu mengawasi.
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Dua Belas Tesis Desentralisasi Berkapasitas

Tesis 1

Kewenangan tanpa kapasitas bukan otonomi yang bermakna. la memindahkan tanggung jawab tanpa
memastikan alat untuk memenuhi. Tesis ini menempatkan hubungan pusat-daerah sebagai sistem bersama
yang harus menyeimbangkan otonomi, solidaritas nasional, dan accountability.

Tesis 2

Ketimpangan kapasitas adalah hasil sejarah serta struktur, bukan semata kesalahan manajemen daerah. Tesis
ini menempatkan hubungan pusat-daerah sebagai sistem bersama yang harus menyeimbangkan otonomi,
solidaritas nasional, dan accountability.

Tesis 3

Standar nasional dan fleksibilitas lokal bukan lawan; standar menentukan hak, fleksibilitas menentukan cara.
Tesis ini menempatkan hubungan pusat-daerah sebagai sistem bersama yang harus menyeimbangkan
otonomi, solidaritas nasional, dan accountability.

Tesis 4

Transfer harus memeratakan kebutuhan, membangun kapasitas, dan memberi reward melalui instrumen
berbeda. Tesis ini menempatkan hubungan pusat-daerah sebagai sistem bersama yang harus
menyeimbangkan otonomi, solidaritas nasional, dan accountability.

Tesis 5

ASN profesional dan terdistribusi merupakan infrastruktur utama negara desentralistik. Tesis ini
menempatkan hubungan pusat-daerah sebagai sistem bersama yang harus menyeimbangkan otonomi,
solidaritas nasional, dan accountability.

Tesis 6

Provinsi perlu menjadi koordinator serta penyedia kapasitas regional yang lebih kuat. Tesis ini menempatkan
hubungan pusat-daerah sebagai sistem bersama yang harus menyeimbangkan otonomi, solidaritas nasional,
dan accountability.

Tesis 7

Digitalisasi berhasil bila mengurangi beban, mengintegrasikan data, dan mengubah keputusan. Tesis ini
menempatkan hubungan pusat-daerah sebagai sistem bersama yang harus menyeimbangkan otonomi,
solidaritas nasional, dan accountability.

Tesis 8

Kerja sama antardaerah adalah bentuk otonomi matang, bukan tanda kegagalan daerah. Tesis ini
menempatkan hubungan pusat-daerah sebagai sistem bersama yang harus menyeimbangkan otonomi,
solidaritas nasional, dan accountability.
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Tesis 9

Inovasi baru menjadi kapasitas ketika tertanam dalam institusi dan bertahan setelah pemimpin berganti. Tesis
ini menempatkan hubungan pusat-daerah sebagai sistem bersama yang harus menyeimbangkan otonomi,
solidaritas nasional, dan accountability.

Tesis 10

Pengawasan harus membedakan ketidakmampuan, kelalaian, dan penyalahgunaan. Tesis ini menempatkan
hubungan pusat-daerah sebagai sistem bersama yang harus menyeimbangkan otonomi, solidaritas nasional,
dan accountability.

Tesis 11

Desentralisasi asimetris diperlukan untuk mencapai kesetaraan substantif di negara kepulauan. Tesis ini
menempatkan hubungan pusat-daerah sebagai sistem bersama yang harus menyeimbangkan otonomi,
solidaritas nasional, dan accountability.

Tesis 12

Ukuran akhir desentralisasi adalah hak dan pengalaman warga, bukan banyaknya urusan yang diserahkan.
Tesis ini menempatkan hubungan pusat-daerah sebagai sistem bersama yang harus menyeimbangkan
otonomi, solidaritas nasional, dan accountability.

Kesimpulan Akhir yang Diperluas

Desentralisasi Indonesia telah membentuk arena pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat,
memperluas kepemimpinan lokal, dan membuka inovasi. Namun hasilnya tidak merata karena kewenangan
bertemu kapasitas yang berbeda.

Ketimpangan kapasitas tidak dapat diselesaikan dengan transfer fiskal saja. Daerah memerlukan aparatur,
institusi, data, pasar penyedia, infrastruktur, dan organisasi warga. Semua unsur berkembang dalam jangka
panjang.

Sentralisasi kembali mungkin memperbaiki koordinasi pada fungsi tertentu, tetapi dapat mengurangi respons
lokal dan memperbesar jarak. Solusi yang lebih baik adalah assignment yang jelas, standard, shared services,
serta dukungan asimetris.

UU Pemerintahan Daerah dan UU Hubungan Keuangan menyediakan kerangka, tetapi implementasi
memerlukan keselarasan peraturan sektoral dan pengurangan beban laporan. Kepastian peran penting bagi
capacity investment.

Equalization harus tetap menjadi komitmen negara kesatuan. Anak di pulau terpencil memiliki hak yang
sama dengan anak di kota besar, meskipun biaya dan metode layanan berbeda.

Performance orientation perlu berhati-hati agar tidak memberi reward hanya kepada daerah yang sudah kuat.
Perbaikan, effort, dan context harus masuk penilaian.

Kepala daerah dan DPRD memainkan peran penting, tetapi birokrasi profesional menjaga continuity. Merit,
talent mobility, dan leadership development perlu menjadi agenda nasional.
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Provinsi dapat mengisi missing middle melalui koordinasi metropolitan, layanan bersama, expertise, dan
pembinaan. Peran ini perlu mandate serta sumber daya.

Digital public infrastructure menawarkan peluang lompatan, tetapi hanya bila dirancang sebagai platform
bersama, aman, interoperable, dan inklusif. Aplikasi terpisah justru memperbesar kesenjangan.

Kerja sama antardaerah memungkinkan skala ekonomi dan pengelolaan externality. Budaya otonomi perlu
berkembang dari menjaga batas menuju membangun solusi bersama.

Capacity building perlu berubah dari seminar menuju partnership, praktik, coaching, knowledge institution,
dan outcome. Belajar merupakan fungsi permanen pemerintah daerah.

Pengawasan yang baik melindungi warga dan integritas tanpa membuat aparatur takut bertindak. Risk-based
oversight, corrective action, dan due process menjadi prinsip.

Desentralisasi asimetris merupakan respons logis terhadap keragaman Indonesia. la membutuhkan kriteria
objektif, review, dan transparansi agar tidak menjadi privilege.

IBM-ASMI dan perguruan tinggi dapat menjadi bagian ekosistem kapasitas melalui riset terapan, pendidikan
manajer publik, data, serta laboratorium inovasi yang menghormati etika.

Pada akhirnya, desentralisasi berhasil bila setiap tingkat pemerintahan mengetahui perannya, memiliki
kemampuan, bekerja sama, dan dapat dipertanggungjawabkan. Otonomi bukan tujuan akhir, melainkan cara
agar negara hadir lebih adil dan efektif bagi semua warga.
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Suplemen Komprehensif: Reformasi Kapasitas dalam Praktik

1. Pembiayaan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

Pemerintah daerah memerlukan pembiayaan jangka panjang untuk air, transportasi, rumah sakit, pasar, dan
infrastruktur digital. Ketergantungan pada APBD tahunan membuat proyek besar terputus atau terlalu lambat.
Pinjaman daerah, obligasi, KPBU, serta dana bergulir dapat digunakan, tetapi memerlukan kapasitas
appraisal, debt management, contract, dan fiscal risk.

Kapasitas meminjam berbeda. Daerah dengan pendapatan kuat dan laporan baik memperoleh akses lebih
mudah, sedangkan daerah miskin tetap bergantung transfer. Kebijakan nasional perlu mencegah pembiayaan
memperlebar kesenjangan, misalnya melalui project preparation facility, guarantee terbatas, atau blended
finance untuk layanan dasar.

Pembiayaan tidak boleh dianggap uang tambahan tanpa kewajiban. Availability payment, tarif, dan guarantee
menciptakan beban masa depan. Medium-term fiscal framework perlu memasukkan seluruh kewajiban serta
sensitivity terhadap kurs dan bunga.

Proyek yang menghasilkan pendapatan dapat dibiayai berbeda dari layanan sosial. Namun kemampuan
membayar pengguna perlu dipertimbangkan. Cross-subsidy dan public service obligation harus transparan.

Keberhasilan pembiayaan daerah bukan jumlah dana yang diperoleh, tetapi aset berfungsi, layanan membaik,
dan kewajiban tetap terjangkau. Independent appraisal serta public disclosure diperlukan.

2. BUMD sebagai Instrumen Kapasitas dan Risiko

BUMD dapat menyediakan air, transportasi, pasar, bank, energi, dan layanan yang tidak mudah dilakukan
OPD. Bentuk korporasi memberi fleksibilitas, tetapi juga dapat menyembunyikan patronase, utang, dan
inefisiensi. Ownership policy daerah perlu menjelaskan tujuan komersial serta pelayanan.

Direksi serta komisaris harus dipilih berdasarkan merit dan bebas konflik. Political appointment tanpa
kompetensi merusak layanan dan fiskal. Fit-and-proper, kontrak kinerja, serta disclosure penting.

Public service obligation perlu dihitung dan dikompensasi. Kerugian karena tarif sosial berbeda dari kerugian
karena inefisiensi. Tanpa pemisahan, accountability kabur.

BUMD dapat menjadi sumber PAD melalui dividen, tetapi tuntutan dividen tinggi dapat mengurangi
investasi. Balance sheet, capital plan, dan service target perlu dibahas bersama.

Consolidated fiscal risk report harus mencakup utang, guarantee, dan kinerja BUMD. BUMD yang sehat
memperluas kapasitas; BUMD lemah memindahkan masalah ke luar APBD.

3. Tata Kelola Regulasi Daerah

Pemerintah daerah menerbitkan peraturan mengenai pajak, izin, tata ruang, ketertiban, lingkungan, dan
layanan. Kualitas regulasi menentukan investasi serta hak warga. Banyaknya perda tidak sama dengan
kapasitas regulatif.

Regulatory impact assessment sederhana dapat memeriksa masalah, kewenangan, alternatif, biaya, manfaat,
kelompok terdampak, dan enforcement. Daerah kecil dapat menggunakan template serta dukungan provinsi.

Harmonisasi pusat diperlukan agar aturan tidak bertentangan, tetapi proses koreksi harus cepat dan
transparan. Ketidakpastian regulasi menimbulkan biaya lebih besar daripada tarif.
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Consultation harus mencakup UMKM, pekerja, komunitas, perempuan, disabilitas, dan lingkungan, bukan
hanya asosiasi kuat. Submission serta respons dipublikasikan.

Regulasi perlu review dan sunset untuk ketentuan eksperimental. Kapasitas regulatif adalah kemampuan
membuat aturan yang dapat dilaksanakan dan diperbaiki.

4. Tata Ruang dan Kapasitas Strategis

Tata ruang merupakan keputusan jangka panjang mengenai permukiman, industri, pertanian, hutan, pesisir,
transportasi, dan risiko. Kapasitas lemah menghasilkan izin ad hoc, konflik, dan pembangunan di wilayah
rawan.

Data geospasial, kadaster, lingkungan, dan kepemilikan perlu terintegrasi. Perbedaan peta menimbulkan
sengketa. One map principle harus diterjemahkan pada proses lokal.

Tekanan investasi dan politik dapat mengubah zonasi. Conflict disclosure, public hearing, dan reasoned
decision menjaga integritas. Kompensasi nilai tanah serta land value capture dapat digunakan untuk
kepentingan publik.

Tata ruang metropolitan dan DAS memerlukan koordinasi antardaerah. Keputusan hulu memengaruhi banjir
hilir, sehingga governance tidak dapat berhenti di batas administratif.

Kapasitas enforcement sama penting dengan rencana. Bangunan dan aktivitas ilegal yang dibiarkan
melemahkan kredibilitas. Penegakan perlu adil serta menyediakan mekanisme regularization yang jelas.

5. Kapasitas Perlindungan Sosial Daerah

Pusat mengelola banyak program perlindungan sosial, sementara daerah memiliki data, layanan, dan respons
lokal. Integrasi menentukan apakah warga menerima bantuan tepat waktu atau harus menghadapi sistem
berulang.

Daerah perlu social registry yang terhubung dengan data nasional dan memiliki grievance. Perubahan rumah
tangga cepat; data statis menghasilkan exclusion. Kelurahan dan desa berperan, tetapi verifikasi menghindari
patronase.

Program daerah sebaiknya mengisi gap, bukan menduplikasi. Mapping benefit dan interoperability payment
membantu. Warga perlu mengetahui hak dari setiap tingkat.

Adaptive social protection mengaktifkan dukungan saat bencana, PHK, atau kenaikan harga. Trigger,
financing, dan delivery perlu disiapkan sebelum krisis.

Kapasitas case management penting bagi kelompok dengan masalah kompleks. Digital targeting tidak
mengganti interaksi manusia dan rujukan layanan.

6. Kapasitas Pembangunan Ekonomi Lokal

Daerah sering mengejar investasi melalui promosi dan izin, tetapi kapasitas ekonomi lokal lebih luas: data
sektor, skill, lahan, infrastruktur, supplier, finance, dan koordinasi. Investment office perlu menjadi problem
solver, bukan hanya penerbit izin.

Strategi unggulan harus berbasis comparative advantage yang dinamis, bukan satu komoditas yang dipilih
seragam. Market demand, technology, climate, dan linkage perlu dianalisis.
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UMKM membutuhkan ekosistem: legalitas, pembayaran, logistic, standard, digital, dan buyer. Pelatihan
tanpa pasar memiliki dampak kecil. Pengadaan daerah dapat menjadi anchor dengan aturan fair.

Workforce development memerlukan kerja sama sekolah, perusahaan, dan dinas tenaga kerja. Curriculum
serta apprenticeship mengikuti kebutuhan nyata.

Economic development perlu menilai kualitas pekerjaan, lingkungan, dan ketahanan, bukan investasi
nominal. Daerah harus menghindari kompetisi insentif yang merugikan fiskal.

7. Kapasitas Komunikasi Publik dan Kepercayaan

Komunikasi pemerintah daerah sering berfokus publikasi kegiatan, bukan penjelasan keputusan dan hasil.
Kapasitas komunikasi yang baik memberi informasi layanan, risiko, anggaran, dan alasan kebijakan dalam
bahasa yang dapat dipahami.

Krisis membutuhkan satu sumber informasi yang cepat dan kredibel. Rumor berkembang ketika data lambat
atau pejabat bertentangan. Protokol, spokesperson, dan update berkala diperlukan.

Media lokal dapat menjadi partner informasi sekaligus pengawas. Pemerintah tidak boleh menggunakan iklan
untuk membeli dukungan. Alokasi belanja komunikasi harus transparan.

Social media memberi feedback cepat, tetapi tidak representatif dan mudah dimanipulasi. Analisis sentiment
perlu dipadukan complaint formal serta survei.

Kepercayaan tumbuh ketika pemerintah mengakui masalah, memberi timeline, dan melaporkan perbaikan.
Komunikasi tidak mengganti kinerja, tetapi kinerja tanpa komunikasi juga tidak membangun legitimasi.

8. Kapasitas Partisipasi dan Co-production
Warga bukan hanya penerima layanan; mereka dapat ikut merancang, memantau, dan menghasilkan layanan.
Co-production terlihat pada kesehatan komunitas, keamanan lingkungan, pendidikan, sampah, dan bencana.

Partisipasi membutuhkan informasi, waktu, accessibility, dan fasilitasi. Forum yang didominasi elite dapat
memperkuat ketimpangan. Random selection, stipend, dan outreach membantu.

Pemerintah perlu menentukan keputusan mana yang dapat dipengaruhi dan memberi feedback. Janji
partisipasi tanpa ruang nyata menghasilkan sinisme.

Community data serta social audit memperkaya, tetapi perlu standard dan verification. Pengetahuan lokal
tidak boleh dianggap anekdot semata.

Kapasitas partisipasi berada pada pemerintah dan masyarakat. Investasi pada organisasi warga, mediator, dan
literasi merupakan bagian capacity building.

9. Kerangka Akuntabilitas Berlapis

Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada warga, DPRD, pusat, auditor, pengadilan, dan lembaga lain.
Banyak principals dapat memperkuat checks tetapi juga menciptakan laporan tumpang tindih. Accountability
architecture perlu disederhanakan.

Akuntabilitas vertikal melalui pusat fokus pada standard, hukum, dan fiskal. Akuntabilitas horizontal melalui
DPRD, audit, media, serta masyarakat fokus pada keputusan lokal. Keduanya saling melengkapi.

Performance report sebaiknya menghubungkan uang, output, outcome, equity, dan risk. Narasi mengenai
kegagalan serta koreksi penting, bukan hanya keberhasilan.
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Complaint system perlu single entry, tracking, service standard, dan appeal. Data pengaduan menjadi sumber
perbaikan, bukan ancaman reputasi.

Sanksi dan reward harus proporsional. Penghargaan yang hanya kosmetik tidak membangun kapasitas; sanksi
yang hanya menakutkan mendorong concealment.

10. Desain Reformasi yang Berkelanjutan

Reformasi pemerintah daerah sering datang sebagai proyek dengan aplikasi, pelatihan, atau aturan baru.
Setelah proyek selesai, praktik kembali lama. Sustainability memerlukan ownership lokal, budget rutin, role,
serta integration dengan sistem nasional.

Reformasi perlu sequencing. Membangun dashboard sebelum kualitas data atau performance pay sebelum
merit dapat gagal. Baseline menentukan urutan.

Pilot membantu, tetapi lokasi pilot sering daerah kuat. Kebijakan nasional perlu menguji pada konteks lemah,
kepulauan, dan konflik agar desain inklusif.

Political economy mapping mengidentifikasi aktor yang untung dan rugi. Reformasi teknis tanpa coalition
mudah diblokir. Warga dan profesional perlu menjadi constituency perubahan.

Reformasi berhasil ketika proses baru menjadi normal, tidak bergantung proyek, serta menghasilkan
perbaikan warga. Institutionalization dan learning menjadi ukuran terakhir.

Epilog Akhir: Desentralisasi sebagai Kontrak Solidaritas

Desentralisasi sering dibicarakan sebagai pembagian kekuasaan, padahal ia juga merupakan kontrak
solidaritas. Daerah diberi ruang mengurus kebutuhan, sementara negara menjamin tidak ada warga
ditinggalkan karena wilayahnya miskin atau sulit.

Solidaritas tidak berarti ketergantungan tanpa batas. Daerah wajib memperbaiki administrasi, pendapatan
yang adil, integritas, dan pelayanan. Pusat wajib memberi formula, data, serta dukungan yang
memungkinkan.

Ketimpangan kapasitas harus diakui terbuka. Menyembunyikannya dalam ranking seragam atau target
administratif hanya menghasilkan compliance semu. Diagnosis jujur merupakan awal reformasi.

Pembangunan kapasitas adalah investasi yang hasilnya tidak selalu terlihat dalam satu tahun. Aparatur
profesional, data, proses, dan trust terbentuk melalui konsistensi. Siklus politik perlu menghormati horizon
institusional.

Daerah juga dapat belajar satu sama lain. Indonesia memiliki ratusan laboratorium pemerintahan. Sistem
nasional harus menangkap variasi, menguji, dan menyebarkan pelajaran tanpa memaksakan copy-paste.

Geografi kepulauan menuntut kreativitas dalam delivery. Standar hak tetap sama, tetapi klinik bergerak,
sekolah multi-grade, tele-support, transport subsidy, dan shared expert dapat menjadi metode yang sah.

Kualitas desentralisasi tidak dapat diukur hanya dari PAD, opini audit, atau penyerapan. Warga menilai
apakah air mengalir, guru hadir, obat tersedia, jalan dapat dilalui, izin adil, dan pemerintah mendengar.
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Dalam negara kesatuan, pusat bukan lawan daerah dan daerah bukan agen pasif. Keduanya merupakan bagian
satu sistem pelayanan dengan kewenangan berbeda. Konflik perlu diselesaikan melalui institusi, data, dan
musyawarah.

IBM-ASMI dapat ikut membangun kontrak ini dengan mendidik manajer yang memahami fiskal, manusia,
teknologi, politik, dan etika. Kapasitas manajemen adalah kapasitas demokrasi serta pembangunan.

Masa depan desentralisasi Indonesia bergantung pada satu komitmen sederhana tetapi berat: di mana pun
warga tinggal, pemerintah harus mampu hadir dengan mutu yang layak, cara yang sesuai konteks, dan
pertanggungjawaban yang nyata.

Tambahan Analitis: Lima Arena Penentu Keberhasilan Desentralisasi

Arena 1: Hubungan Kepala Daerah dan Birokrasi

Kepala daerah memperoleh mandat politik, sedangkan birokrasi menyimpan memori, aturan, dan kapasitas
pelaksanaan. Hubungan yang sehat memerlukan kejelasan: pemimpin menetapkan arah dan prioritas,
aparatur memberi nasihat profesional serta melaksanakan. Ketika birokrasi terlalu dominan, mandat politik
melemah; ketika politik menguasai seluruh personel, institusi kehilangan continuity.

Masa transisi setelah pemilu merupakan periode berisiko. Program lama dapat dihentikan tanpa evaluasi,
pejabat dimutasi, dan kontrak diubah. Transition protocol, briefing berbasis data, serta review 100 hari
membantu mempertahankan layanan sekaligus memberi ruang perubahan.

Sekretaris daerah memiliki peran kunci sebagai penghubung. Kompetensi integrasi, negosiasi, dan
performance management perlu diperkuat. la tidak boleh hanya menjadi administrator surat, tetapi chief
operating officer pemerintahan daerah.

Kepala daerah juga membutuhkan policy unit kecil yang mampu menyaring data dan memantau prioritas,
namun unit tersebut tidak boleh menjadi birokrasi paralel. Tugasnya mendukung keputusan serta
menyelesaikan hambatan lintas OPD.

Keberhasilan hubungan politik-administrasi terlihat saat kebijakan berubah tanpa layanan runtuh, aparatur
dapat menyampaikan risiko, dan pemimpin memperoleh implementasi yang loyal pada hukum, bukan
loyalitas personal.

Arena 2: Hubungan DPRD, Eksekutif, dan Publik

DPRD dan eksekutif memiliki legitimasi berbeda tetapi saling membutuhkan. Konflik pada anggaran dan
perda dapat menjadi checks yang sehat bila terbuka dan berbasis alasan. Konflik transaksional yang tertutup
merusak kapasitas karena aparatur menunggu kesepakatan elite.

Agenda pembahasan perlu dipublikasikan lebih awal agar publik serta ahli dapat memberi masukan.
Dokumen pendukung harus tersedia dalam format ringkas dan data. Transparansi tidak boleh berhenti pada
siaran rapat tanpa bahan.

Komisi DPRD dapat membangun expertise melalui staff, hearing, dan evaluasi. Pergantian anggota tidak
boleh menghapus seluruh knowledge; sekretariat profesional menyimpan institutional memory.

Pokok pikiran serta aspirasi dapat menjadi input legitimate jika melalui kriteria, lokasi, dan pengujian
manfaat. Sistem harus mencegah anggota mengontrol kontraktor atau penerima.
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Publik berperan bukan sebagai penonton konflik, tetapi sumber evidence dan pengawas. Forum yang
mempertemukan DPRD, OPD, dan warga pada outcome layanan dapat memperbaiki kualitas deliberasi.

Arena 3: Hubungan Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha

Dunia usaha menyediakan investasi, pekerjaan, teknologi, dan pajak. Pemerintah daerah menyediakan izin,
infrastruktur, ketertiban, serta layanan. Hubungan perlu berbasis aturan dan problem solving, bukan transaksi
personal.

Investment facilitation berbeda dari pemberian privilege. Daerah dapat mempercepat proses dan
menyediakan data bagi semua investor, tetapi pengecualian serta insentif harus memiliki dasar, benefit, dan
sunset.

Asosiasi bisnis memberi input, namun UMKM, pekerja, konsumen, dan komunitas juga perlu suara.
Consultation yang hanya melibatkan perusahaan besar dapat menghasilkan kebijakan bias.

Public-private partnership memerlukan contract management, risk allocation, dan disclosure. Daerah dengan
kapasitas terbatas sebaiknya menggunakan dukungan nasional atau regional sebelum menandatangani
kewajiban panjang.

Hubungan yang sehat diukur dari kompetisi, kepastian, pekerjaan berkualitas, pajak, dan dampak lingkungan.
Kedekatan elite bukan indikator keberhasilan investasi.

Arena 4: Hubungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil menyediakan informasi lapangan, advokasi, layanan, dan pengawasan. Pemerintah daerah
yang terbuka dapat menggunakan kapasitas ini untuk menjangkau kelompok yang sulit. Namun kemitraan
harus transparan serta tidak mengubah organisasi menjadi alat politik.

Hibah bagi organisasi perlu kriteria, outcome, dan audit. Organisasi kecil membutuhkan prosedur
proporsional agar tidak hanya kelompok besar yang mampu. Conflict dan afiliasi diungkap.

CSO dapat membantu social audit, participatory planning, dan grievance. Pemerintah perlu menerima kritik
sebagai data, bukan ancaman. Sebaliknya, organisasi perlu menjaga akurasi dan right of reply.

Forum multi-stakeholder memerlukan sekretariat serta decision mechanism. Pertemuan tanpa follow-up
menghasilkan fatigue. Agenda harus terbatas dan progress dipublikasikan.

Kapasitas demokratis pemerintah daerah terlihat ketika perbedaan dapat dikelola tanpa intimidasi dan ketika
kritik menghasilkan koreksi kebijakan.

Arena 5: Hubungan Daerah dan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dapat menyediakan riset, data, evaluasi, pelatihan, dan inovasi. Kedekatan geografis
memberi pemahaman konteks, tetapi kualitas serta independensi perlu dijaga. Kerja sama tidak boleh hanya
menghasilkan seminar dan laporan.

Long-term partnership lebih efektif daripada proyek singkat. Kampus dapat menjadi knowledge partner pada
prioritas, memelihara dataset, serta melatih aparatur dan mahasiswa dalam living laboratory.

Kontrak riset harus membuka metodologi dan conflict. Pemerintah perlu bersedia menerima hasil negatif,
sedangkan kampus tidak boleh menyesuaikan kesimpulan demi kontrak.
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Mahasiswa dapat terlibat melalui magang, KKN, design lab, dan social audit dengan supervisi. Ini sekaligus
membangun pipeline talenta lokal.

IBM-ASMI dapat mengambil peran pada manajemen, digitalisasi, UMKM, komunikasi, dan capacity
assessment. Kontribusi terbaik adalah membangun kemampuan daerah untuk belajar sendiri.

Penegasan Terakhir

Desentralisasi seharusnya menghasilkan pemerintahan yang semakin dekat, tetapi kedekatan geografis tidak
selalu berarti kedekatan sosial. Elite lokal dapat sama jauhnya dari warga jika partisipasi, informasi, dan
layanan tidak diperbaiki.

Kapasitas adalah kemampuan membuat pilihan yang dapat dilaksanakan. Daerah yang memiliki banyak
rencana tetapi tidak mampu memprioritaskan belum memiliki kapasitas strategis. Daerah yang menyerap
anggaran tetapi tidak memperbaiki outcome belum memiliki kapasitas kinerja.

Ketimpangan kapasitas juga dapat berubah. Daerah yang lemah dapat maju melalui leadership, institusi, dan
learning; daerah kaya dapat menurun karena capture serta complacency. Sistem dukungan harus dinamis.

Kesetaraan antarwilayah tidak berarti menghilangkan keragaman. Otonomi memberi ruang budaya, ekonomi,
dan inovasi, sementara solidaritas nasional memastikan perbedaan tidak berubah menjadi ketidakadilan hak.

Pemerintah pusat perlu berani melepas kontrol detail ketika daerah mampu, serta hadir lebih kuat ketika
kapasitas atau hak warga terancam. Fleksibilitas ini membutuhkan data dan kepercayaan.

Daerah perlu melihat transfer sebagai amanah, bukan hak tanpa kewajiban. Setiap rupiah nasional harus
diubah menjadi layanan dan kapasitas yang mengurangi kebutuhan bantuan di masa depan.

Penguatan kapasitas bukan agenda teknokratik semata. Ia menyentuh politik, distribusi sumber daya, dan
kekuasaan. Reformasi perlu coalition yang melibatkan pemimpin, aparatur, DPRD, warga, bisnis, dan
kampus.

Sistem terbaik tidak menjamin tidak ada kegagalan. la memastikan kegagalan terdeteksi, dibatasi, diperbaiki,
dan tidak disembunyikan. Learning adalah ciri kapasitas tinggi.

Indonesia memerlukan desentralisasi yang lebih dewasa: tidak terobsesi menambah kewenangan atau
menarik kembali, tetapi menilai fungsi, skala, kapasitas, dan outcome secara terus-menerus.

Dengan desentralisasi berkapasitas, keragaman wilayah menjadi sumber inovasi, bukan sumber kesenjangan.
Negara kesatuan menjadi kuat karena setiap bagiannya mampu dan saling menopang.
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